PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa Jawa Barat memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil sebagai bagian dari sumberdaya alam yang dianugerahkan
oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya dan
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
masyarakat, bagi generasi sekarang dan yang akan datang;

bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki
keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi, dan sangat
penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan
lingkungan, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan,
dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3260);
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Undang-Undang [Nomoin [ [Tahun] [I990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang [Nomoin [BI] [Tahun] PRO004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

[Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2071 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu041.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu007.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu041.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu026.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

3

Peraturan Pemerinfah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3776);

Peraturan] [Pemerintah] [Nomoq [ahun [1999 tentang

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerinfah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 200d tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor & lTahun 2004
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bbarat Nomor 10 Tahun 2004
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bbarat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 6 Tahun 2011]
tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 7/ Tahun 2011]
tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bbarat Nomor 1 lTahun 2012/
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 115);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 5 Tahun 20172
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o kW

10.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa
Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat
dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir bagian utara Jawa
Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa, membentang mulai
dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Subang, Kabupaten Indramayu, sampai Kabupaten Cirebon.
Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan
Jawa Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, yang
membentang mulai dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya sampai
Kabupaten Ciamis.

Pantai adalah bagian fisik daratan dari ekosistem wilayah pesisir
yang terletak antara bukit pasir dan perairan laut dekat pantai.
Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah
dikelilingi air dan yang berada di atas permukiman air pada
waktu pasang.
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Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km?2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya.

Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang
membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau
sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi), yang
memiliki titik-titik dasar koordinat geografis dan
menghubungkan garis pangkal laut kepulauan, sesuai hukum
internasional dan nasional.

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian
pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain
wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian
eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah itu
merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan
keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis
dianggap demikian.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan,
meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau,
estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
antarsektor, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, antarekosistem darat dan laut,
serta  antarilmu  pengetahuan dan manajemen, untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumberdaya
hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-
jasa lingkungan.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait
dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,
dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya
diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang
selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat
arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan
pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi
yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang
selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan
arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan
disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada
kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan
dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh izin.

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
yang selanjutnya disebut RPWP3K adalah rencana yang memuat
susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab
dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan
diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai
kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan
pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
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